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PENGADILAN MILITER TINGGI Il
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 55-K /BDG/PMT-I/AD/VI1/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“
Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :
Nama lengkap . ARIF NUGRAHA.
Pangkat, NRP : Pratu, 31080079190689
Jabatan . Ta Mudi
Kesatuan . Batalyon Satria Sandi Yudhaintel Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 10 Juni 1989
Jenis kelamin . Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Batalyon Satria Sandi Yudhaintel

Kostrad Jl.Utama RT 1 RW 16 Kel.Srengseng
Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan.
Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Intel Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari
terhitung mulai tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 23
September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor
Kep/06/IX/2014 tanggal 2 September 2014, kemudian dibebaskan pada
tanggal 24 September 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan
Penahanan Nomor Kep/07/1X/2014 tanggal 22 September 2014 dari Danyon
Intel Kosrad selaku Ankum.

2. Hakim Ketua Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta selama 30
(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal
9 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor
TAPHAN/28/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il
Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan
Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/BDGK-AD/PMT-II/VIII2019
tanggal 9 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I JAKARTA tersebut diatas,

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 11-07
Jakarta Nomor Sdak/303/11I/2019 tanggal 20 Maret 2019
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan  Terdakwa  tersebut kepersidangan
Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dengan dakwaan telah
melakukan tindak pidana sebagai berikut :
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Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 281
ke-1 KUHP.

Atau
Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan
zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah
nikah”

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 284
Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 18 Juni 2019 yang
pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer 11-08
Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa ARIF NUGRAHA Pangkat Pratu
NRP 31080079190689. tersebut di atas terbukti
bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok . Penjara selama 5 (lima)
bulan, dikurangi masa
penahanan sementara yang
telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI
AD.

c. Memohon barang bukti berupa surat-surat :
Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta
Nikah Nomor 847/14/1X/2005 dari KUA
Sukatani Bogor.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu
Penunjukan Isteri an. Neneng Juarsih Noreg.
118/Pers/Ditzi/98 tanggal 4 Februari 1998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
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d. Mohon Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan
Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-
08/AD/1II/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang bersidang pada
Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif
Nugraha, Pratu NRP 31080079190689 terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah
Nomor 847/14/1X/2005 dari KUA Sukatani Bogor.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan
Isteri an. Neneng Juarsih Noreg 118/Pers/Ditzi/98
tanggal 4 Februari 1998.

c. Berita acara fotografi berupa 2 (dua) foto
gerbang pintu masuk kontrakan sdr. Nuraeni
teman drai Terdakwa, dan 2 (dua) foto pintu masuk
kontrakan serta 1 (satu) foto nomor kontrakan
yang dihuni oleh sdr Nuraeni dan Saksi-5 sdr
Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2.  Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor :
APB/90/PM 1I-08/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 23 Juli 2019.
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Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan
pada tanggal 11 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan
Militer 11-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM 11-09/AD/INI/2019
tanggal 11 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-
undangan, maka oleh karena itu permohonan banding
secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap
Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan
putusan pada halaman 34 Putusan Nomor: 90-K/PM II-
08/AD/111/2019 salah dan keliru dalam membuktikan barang-
barang bukti telah bersesuaian dengan bukti-bukti lain.
Dalam berkas perkara Terdakwa terdapat berita acara
fotografi berupa 2 (dua) foto gerbang pintu masuk kontrakan
dan 2 (dua) foto pintu masuk kontrakan serta 1 (satu) foto
nomor kontrakan yang dihuni oleh Sdr. Nuraeni dan Saksi-5
Sdr. Wahyudi.

Bahwa menurut Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., CLA
di dalam persidangan menyebutkan definisi kata terbuka di
dalam Pasal 281 ayat (1) Ke-1 KUHP harus mempunyai 2
syarat yaitu pertama kualifikasi tempatnya harus diketahui
oleh khalayak ramai/orang umum, kedua tempat tersebut
bisa diakses oleh orang umum, seperti stadion, pasar,
pertokoan, kolam renang dll. Ahli menjelaskan untuk kamar
hotel, kamar apartemen, kamar kos kosan merupakan
tempat-tempat tertutup dikarenakan tempat tersebut
merupakan tempat yang sifatnya privat (pribadi) dan tidak
bisa dikategorikan sebagai tempat terbuka sebagaimana
yang terdapat dalam unsur pasal 281 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Keterangan Ahli ini sangat sesuai dengan barang-barang
bukti berupa foto dalam perkara ini dimana sangat jelas
bahwa foto-foto tersebut menunjukkan tempat kos yang
terdiri dari kamar-kamar petak yang tertutup dimana tempat
tersebut bersifat privat (bukan tempat umum) dan orang lain
tidak bisa masuk dan melihat kecuali penghuni kamar kos
itu sendiri atau orang lain yang diijinkan masuk oleh
penghuni/pemilik kamar kos. Sehingga Penasehat Hukum
menyimpulkan bahwa barang-barang bukti berupa foto
tersebut sama sekali tidak berhubungan dan
bersesuaian dengan Dbukti-bukti lainnya termasuk
keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan
sehingga harus dikesampingkan.

Selain itu.berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ada
satupun Saksi yang dihadirkan di persidangan mengenal
nama Sdri. Nuraeni yang disebut- sebut/diduga seorang
penghuni kamar kos tempat terdakwa melakukan hubungan
badan dengan Saksi-4 (Sdri. Neneng Juarisih), terlebih lagi
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Sdri. Nuraeni juga tidak pernah dihadirkan untuk menjadi
Saksi dalam perkara ini, sehingga Penasehat Hukum
berpendapat bahwa Locus Delicti dari perkara ini tidak
dapat dibuktikan kebenarannya.

2.  Bahwa di dalam fakta-fakta persidangan sangat jelas
keterangan Saksi-4 Sdri. Neneng Juarsih mengakui telah
melakukan hubungan badan dengan 5 (lima) orang tidak
termasuk dengan Terdakwa, kelima orang tersebut yaitu
Serda Pendi Nurhidayat, Prada Erwan Yulianto, Serda lwan
Bagus, Pratu Wahyudi dan Praka Fitriadi. Saksi-4 Sdri.
Neneng Juarsih juga menyangkal apa yang diuraikan dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polisi Militer (POM)
mengenai Saksi pernah melakukan hubungan badan
dengan Terdakwa adalah tidak benar, Saksi-4 mengaku
hanya mengarang-ngarang cerita saat memberikan
keterangan di Polisi Militer dikarenakan Saksi-4 merasa
sangat tertekan dan mendapat ancaman dari suaminya
(Saksi 1 Serda Hudah), dimana semua yang berkomunikasi
dan berkenalan dengan Saksi harus diceritakan semua.
Kemudian Saksi-4 juga mengaku di persidangan takut
diceraikan oleh suaminya yang berdampak kasihan pada
anak-anaknya jika bercerai, sehingga Saksi dalam
memberikan keterangannya di Polisi Militer dipaksa oleh
suaminya untuk menceritakan semua yang kenal dan
berhubungan dengan Saksi termasuk hubungannya dengan
Terdakwa.

Hal inijuga didukung oleh Keterangan Saksi-1 Serda Hudah
dimana dalam keterangannya di persidangan pernah
mendengar pengakuan istrinya Saksi-4 Sdri. Neneng
Juarsih yang mengatakan “Saya hanya berdosa sama 1
orang yaitu Arif Nugraha, karena saya tidak pernah
melakukan hubungan badan dengan dia”. Hal tersebut
dipahami oleh Saksi-1 bahwa ternyata istrinya Neneng
Juarsih selama ini membohonginya karena kenyataannya
tidak pernah melakukan hubungan badan dengan
Terdakwa. Keterangan Saksi-1 tersebut sangatbersesuaian
dengan keterangan Saksi-4 di persidangan yang
menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan
hubungan badan dengan Terdakwa.

Dengan demikian keterangan Saksi-4 di persidangan yang
tidak bersesuaian dengan keterangannya di penyidikan
terkait dengan tidak pernah melakukan hubungan asusila
dengan Terdakwa bersesuaian dengan bukti lainnya, sangat
logis, masuk akal, beralasan dan berdasar. Hal ini sesuai
dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 ayat (1)
KUHAP bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang
sah adalah keterangan yang dinyatakan di sidang
Pengadilan.

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 55-K/BDG/PMT-II/AD/VI11/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Neneng Juarsih di
persidangan yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah
melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi di
persidangan juga telah menyangkal keterangannya dalam
penyidikan adalah tidak benar, maka keterangan Saksi-1
Serda Hudah, Saksi-2 Tuti Haryanti dan Saksi-3 Adang
Abdul Somad terbantahkan oleh keterangan Saksi Neneng
Juarsih karena ketiga saksi tersebut bersifat testimonium de
auditu atau keterangannya diperoleh dari keterangan/cerita
orang lain yang nilai kekuatan pembuktianya sangat lemah
sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan
keliru dalam membuktikan unsur “Terbuka”, karena
menganggap kamar kos yang tertutup dan terkunci dari
dalam adalah tempat terbuka. Padahal kamar kos yang
bukanlah tempat terbuka dan tidak termasuk dalam definisi
tempat terbuka atau di muka umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Terkait dengan definisi tempat terbuka atau di muka umum
ini, kami mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya
yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal
ini (Pasal 281 KUHP), maka orang itu harus:

a. sengaja merusak kesopanan di muka umum
artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus
sengaja dilakukan di tempat yanq dapat dilihat atau
didatangi orang banyak. misalnya di pinggir jalan, di
pasar dan sebagainya.

b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain
(seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan
kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka
umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang
ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang
berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka”
atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama
dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum
dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat
yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh
umum (yang berada di tempat itu atau di tempat
lainnya).

Menimbang : Bahwa dalam memori banding yang di ajukan Penasihat

Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan
Tanggapan atau Kontra Memori Banding.
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Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada
prinsipnya tidak sependapat dengan Keputusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana
terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan
menanggapinya sebagai berikut :

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya bahwa menurut Saksi Ahli di dalam
persidangan menyebutkan definisi kata terbuka di dalam
Pasal 281 ayat (1) Ke-1 KUHP harus mempunyai 2 syarat
yaitu pertama kualifikasi tempatnya harus diketahui oleh
khalayak ramai/orang umum, kedua tempat tersebut bisa
diakses oleh orang umum, seperti stadion, pasar,
pertokoan, kolam renang dll. Ahli menjelaskan untuk kamar
hotel, kamar apartemen, kamar kos kosan merupakan
tempat-tempat tertutup dikarenakan tempat tersebut
merupakan tempat yang sifatnya privat (pribadi) Majelis
Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan dalam
persidangan baik keterangan saksi dan alat bukti seperti
kos-kosan pada umumnya apabila mempunyai pagar, tidak
bisa diakses selain seijin penghuni kos tidak dikelilingi oleh
jalan raya, dan jendelanya tidak memakai jendela nako,
maka kos-kosan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
tempat yang terbuka, tetapi kenyataanya Terdakwa
melakukan perbuatan tersebut ditempat kos-kosan yang
tidak mempunyai pagar, bisa diakses secara bebas oleh
siapa saja dikelilingi oleh jalan raya sehingga dengan
mudah dapat diakses oleh orang yang bukan penghuni kos
tersebut, sehingga tidak sebagaimana layaknya sebagai kos
yang pada umumnya, maka kos tersebut dapat
dikategorikan sebagai tempat yang terbuka, maka
perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan adalah
perbuatan yang bersifat melawan hukum baik secara formil
maupun materil dalam fungsi positif maupun negatif yaitu
suatu perbuatan yang melanggar yang tidak disepakati oleh
masyarakat.

Bahwa barang bukti berupa foto adalah merupakan suatu
bukti tersebut dimana perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa terjadi dan dalam foto tersebut menggambarkan
situasi dan kondisi yang terlihat dan nayat-nyata
bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa,
sehingga barang bukti foto tesebut dapat memperlihatkan
adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenaitu
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan
banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 waktu diperiksa
mengatakan pada bulan September 2013, sekira pukul
10.00 wib, pada saat Saksi-6 sedang membersihkan dan
menyalakan sepeda motor Saksi-6, kemudian Saksi-6
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melihat Terdakwa dan Saksi-4 datang ke tempat kos Saksi
dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna
merah untuk bertemu dengan sdr Nuraeni,

Bahwatidak lama kemudian Saksi-6 berangkat bekerja, dan
pada saat Saksi-6 berangkat berkerja dengan
mempergunakan kendaraan roda dua, Saksi-6 masih
melihat Terdakwa berdiri di depan rumah kos tersebut.saat
Saksi-6 hendak mengisi bahan bakar kendaraan dompet
Saksi-6 tertinggal di rumah kos, Saksi-6 kembali ke kos
Saksi-6 masih melihat sepeda motor honda Vario warna
merah masih berada di didepan kos saat Saksi-6 masuk ke
kamar kos untuk mengambil dompet yang tertinggal Saksi-6
mendengarkan desahan layaknya orang yang sedang
melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Saksi-6
menjadi penasaran dan menjadi tidak enak mendengarkan
suara desahan seperti layaknya orang melakukan hubungan
suami istri yang menimbulkan nafsu birahi Saksi-6, Saksi-6
yakin yang melakukan persetubuhan di kamar kos sdr
Nuraeni adalah Terdakwa dengan Saksi-4 karena sdr
Nuraeni tidak ada sedang bekerja sedangkan penghuni
kamar yang lainnya tidak ada dan juga tanpa seijin atau
sepengetahuan penghuni kos yang lainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena itu
keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima dan
harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra
atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Penasihat
Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat
Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur
tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08
Jakarta Nomor : 90-K/PM.II-08/AD/II/2019 tanggal 11 Juli
2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan” Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam
Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai
dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
melalui pendidikan Secata PK di Kodam lll/Siliwangi pada
tahun 2007 di Bandung, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan
kecabangan Infantri di Pusdikif Ciuyah Pandeglang Banten
setelah selesai di tugaskan di Taipur Yonintel Kosrad
kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Yonintel
Kosrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi
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perkara pidana ini dengan pangkat Pratu NRP
31080079190689.

2. Bahwa benar sdr. Hudah (Saksi-1) kenal dengan Sdri.
Neneng Juarsih (Saksi-4) sejak tahun 1994 pada saat
melaksanakan TMMD di Cikarang Jawa Barat, kemudian
Saksi-1 menikah dengan Saksi-4 padatanggal 26 Juni 1995
di KUA Cikarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251
/45/V1/1996 tanggal 26 Juni 1996 dari pernikahan tersebut
Saksi-1 dan Saksi-4 telah dikarunia 2 (dua) orang anak
bernama Rifky Fadillah Hidayat 16 (enam belas) tahun dan
Zildan Naswa 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Neneng
Juarsih (Saksi-4) sejak bulan September 2013 melalui
jejaring social Wechat dengan cara Saksi-4 meminta
pertemanan kepada Terdakwa dengan nama di Wechat
“‘Rifnu” setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan
Saksi-4 berkomunikasi melalui media social Wechat.

4. Bahwa benar pada hari Jumat bulan September 2013
sekira pukul 06.00 WIB (hari dan tanggalnya lupa)
Terdakwa menelepon Saksi-4 “Ayo dong sekarang
ketemuan, Saya penasaran ingin lihatlangsung wajah teteh
di Foto dengan aslinya,mumpung Komandan saya lagi gak
ada." Saksi-4 jawab “yaudah tunggu ya." dijawab “Bener ya
saya tungguin Teh".

5. Bahwabenarselanjutnya Terdakwa menunggu di depan
Alfamart jalan Pratama gak jauh dari tempat tinggal Saksi-4,
setelah bertemu dan Terdakwa mengatakan "Oh, ternyata
Teteh cantikan aslinya daripada di foto", Saksi-4 menjawab
"Masa sih, emangnyakenapa ?" dijawab "Difoto kelihatanya
sudah dewasa tapi aslinya kok lebih muda" Saksi-4
menjawab " Bukannya kebalik", setelah ketemu Saksi-4
pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 09.00 WIB
Terdakwa menelepon Saksi-4 dengan maksud mengajak
jalan-jalan dan Saksi-4 menolaknya namun Terdakwa
memaksa ketemu dengan Saksi-4 bahkan mau datang
kerumah dan Saksi-4 mengatakan "Jangan, kamu gak takut
disini kan Batalyon sedangkan suami saya sedang gak ada
dirumah dan saya takut dicurigai orang", dijawab "Gak apa-
apa Teh, bilang aja saya ini saudara Teteh, adik kek,
ponakan kek", saya jawab "Enggak ah, saya gak mau, ya
sudah kita ketemu diluar aja", dijawab "OK, jam 10.00 WIB
saya tungguin didepan Alfamart".

6. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu di depan
Alfamart  Terdakwa mengajak Saksi-4  dengan
menggunakan sepeda motor Vario warna merah muda
menuju ke daerah Ragunan tepatnya di Gang Taman Sari
No.14 A RT.008 RW.08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan rumah Kos milik Sdri Nuraeni.
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7. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Hudah mengetahui bahwa
Sdri. Neneng Juarsih (Saksi-4) telah mengakui melakukan
perbuatan perzinahan dengan Terdakwa sehingga atas
pengakuan Sdri. Neneng Juarsih tersbut sehingga Saksi-1
selaku suami dari Sdri. Neneng Juarsih tersebut
mengadukan perbuatan tersebut agar diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku. Bahwa Sdri. Neneng Juarsih
juga mengakui telah melakukan perbauatan perzinahan
dengan pria lain diantaranya Praka Fitriadi yang setelah di
prsoses hukum Praka Fitriadi melarikan diri dari satuan dan
sampai saat ini tidak kembali kekesatuan, Serda Irwan
Bagusyang telah dipidana atas perkara perzinahan dengan
Sdri. Neneng Juarsih sesuai putusan Nomor: 96-K/PM.lI-
08/AD/IV/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan putusan tersebut
telah berkekuatan Hukum Tetap, Prada Erwan Yulianto
yang telah dipidana atas perkara perzinahan dengan Sdri.
Neneng Juarsih sesuai putusan Nomor: 254-K/PM.II-
08/AD/X/2016 tanggal 27 Februari 2017 dan putusan
tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap, Pratu Wahyudi
yang telah dipidana atas perkara perzinahan dengan Sdri.
Neneng Juarsih, serda Fendi Norhidayat melarikan diri dari
satuan dan sampai saat ini tidak kembali kekesatuan.
Bahwa atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih, sehingga Saksi-1
mengajukan perceraian dengan Sdri. Neneng Juarsih pada
tahun 2015.

8. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Tuti Haryanti) dalam
persidangan mengetahui bahwa Saksi adalah sebagai
teman dekat dari Sdri. Neneng Juarsih yang menjadi teman
curahan hati dari Sdri. Neneng Juarsih, dimana pada saat
suami Sdri. Neneng Juarsih yaitu Saksi-1 Sdr. Hudah
melaksanakan tugas ke Haiti sekira bulan Oktober 2012
sampai dengan November 2013, Sdri. Neneng Juarsih telah
melakukan perzinahan dengan beberpa pria lain
diantaranya Praka Fitriadi yang setelah di prsoses hukum
Praka Fitriadi melarikan diri dari satuan dan sampai saatini
tidak kembali kekesatuan, Serda Irwan yang telah dipidana
atas perkara perzinahan dengan Sdri. Neneng Juarsih,
Pratu Wahyudiyang telah dipidana atas perkara perzinahan
dengan Sdri. Neneng Juarsih, serda Fendi Nurhidayat
melarikan diri dari satuan dan sampai saat ini tidak kembali
kekesatuan. Bahwa pengakuan dari Sdri. Neneng Juarsih
perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Sdri. Neneng
Juarsih dengan Terdakwa dilakukan di tempat kos teman
Terdakwa yang bernama Sdri. Nuraeni di daerah Ragunan
Jakarta Selatan. Bahwa perbuatan perzinahan yang
dilakukan oleh Sdri. Neneng Juarsih dengan Terdakwa
tersebut dilakukan dalam kamar kos tersebut adalah atas
kemauan Terdakwa karena Sdri. Neneng Juarsih tidak
menginginkan perzinahan tersebut dilakakukan dalam
kamar kos dimana kamar kos tersebut tidak memiliki kamar
mandi dalam kamar kos sehingga setelah melakukan
persetubuhan Sdri. Neneng Juarsih hanya membersihkan
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badan dengan menggunakan tisu milik Sdri. Neneng
Juarsih.

9. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Adang Abdul Somad
mengetahui bahwa Sdri. Neneng Juarsih telah mengakui
bahwa Sdri. Neneng Juarsih telah melakukan perzinahan
dengan pria lain diantaranya Praka Fitriadi yang setelah di
prsoses hukum Praka Fitriadi melarikan diri dari satuan dan
sampai saat ini tidak kembali ke kesatuan, Serda Irwan
yang telah dipidana atas perkara perzinahan dengan Sdri.
Neneng Juarsih, Pratu Wahyudi yang telah dipidana atas
perkara perzinahan dengan Sdri. Neneng Juarsih, Serda
Fendi Nurhidayat melarikan diri dari satuan dan sampai saat
ini tidak kembali ke kesatuan dan Terdakwa. Bahwa dari
pengakuan Sdri. Neneng Juarsih tersebut, telah melakukan
perzinahan dengan Terdakwa di tempat kos teman
Terdakwa yang bernama Sdri. Nuraeni di daerah Ragunan
Jakarta Selatan. Bahwa atas pengakuan tersebut sehingga
satuan mengambil langkah untuk melakukan proses hukum
atas perbuatan Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Wahyudi telah mengetahui
bahwa Saksi mengenali Terdakwa pernah datang ke tempat
kos yang ditempat oleh sdr Nuraeni. Bahwa Saksi melihat
Terdakwa datang ke rumah kos tersebut pada saat Saksi
akan berangkat bekerja dan melihat Terdakwa sedang
berdiri di depan rumah kos tersebut. Bahwa pada saat Saksi
kembali ke rumah kos tersebut karena ada barang Saksi
yang tertinggal dalam kamar kos Saksi, Saksi sudah tidak
melihat Terdakwa berada di depan rumah kos tersebut.
Bahwa yang berada di kamar kos sdr Nuraeni adalah
karena hanya Terdakwa yang berada dan berdiri di depan
kos Saksi karena penghuni kamar kos yang lain sudah tidak
ada dan beraktifitas di luar tempat kos namun kamar kos
yang masih ada penghuninya adalah kamar kos yang
berada di depan kamar kos Saksi yang ditempati oleh sdr
Nuraeni. Bahwa pada saat Saksi hendak meninggalkan
kamar kos tersebut saksi mendengarkan ada suara
mendesah seperti sedang melakukan persetubuhan di
dalam kamar yang berada di depan kamar Saksi yang
menyebabkan pada saat mendengarkan desahan
bersetubuh tersebut sehingga Saksi menjadi timbuk nafsu
burahi Saksi, sehingga menurut Saksi yang berada dalam
kamar kos tersebut adalah Terdakwa bersma sdr Neneng
Juarsih, karena sdr. Neneng Juarsih apabila datang ke
tempat kos tersebut selalu ke kamar kos sdr Nuraeni.
Bahwa tidak sepatutnya Terdakwa melakukan persetubuhan
di kamar kos sdr Nuraeni tersebut, karena Terdakwa
melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun sdr
Neneg Juarsih bukan sebagai suami istri yang tinggal di
tempat kos tersebut, sehingga keberadaan Terdakwa dan
sdr Neneng Juarsih di tempat kos tesebut adalah tanpa
seijin atau sepengetahuan penghuni kos yang lainya.
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11. Bahwa benar sebagaimana keterangan Ahli
dipersidangan bahwa apabila keterangan saksi yang
berbeda dengan keterangan pada saat penyidikan dan
keterangan lain dalam perkara yang berbeda, apabila
keterangan Saksi diucapkan dalam persidangan maka
keterangan tersebut dapat dinilai sebagai keterangan palsu,
sehingga apabila hal demikian terjadi orang memberikan
keterangan palsu tersebut dapat diancam pidana. Apabila
terjadi ketidaksinkronan keterangan Saksi di penyidikan dan
dengan dipersidangan sehingga yang berhak untuk
menetukan atau menilai keterangan Saksi yang tidak
sinkron tersebut adalah Hakim di Pengadilan yang
memeriksa perkara tersebut untuk menilai apakah
ketidaksinkronan tersebut dapat dipakai sebagai fakta
dalam persidangan. Pengertian terbuka  harus
dipersyaratkan dimuka umum vyaitu tempatnya adalah
khalayak ramai, seperti stadion, gelanggang olah raga,
parkiran umum yang tempatnya adalah yang dimungkinkan
untuk dijangkau oleh khalayak ramai. Kos-kosan pada
umumnya apabila mempunyai pagar, tidak bisa diakses
selain seijin penghuni kos tidak dikelilingi oleh jalan raya,
dan jendelanya tidak memakai jendela nako, maka kos-
kosan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tempat
yang tebuka, namun apabial tidak mempunyai pagar, bisa
diakses secara bebas oleh siapa saja dikelilingi oleh jalan
raya sehingga dengan mudah dapat diakses oleh orang
yang bukan penghuni kos tersebut, sehingga tidak
sebagaimana layaknya sebagai kos yang pada umumnya,
maka kos tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat yang
terbuka.

12. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 Saksi-1
pulang tugas dari negara Haiti, mendapat berita dari
tetangga bahwa Saksi-4 (isteri Saksi-1) selingkuh karena
tidak percaya, atas petunjuk Danyonzikon 14/SWC
permasalahan tidak Saksi-1 tanggapi, selanjutnya Saksi-1
mendapat cuti selama 12 (dua belas) hari kemudian pulang
ke rumah orang tua Saksi-1 di Jombang Jawa Timur untuk
memberitahu kepada orang tua Saksi-1 bahwa hubungan
Saksi-1 dengan Saksi-4 baik-baik saja.

13. Bahwa benar baru 5 (lima) hari di rumah orang tua
Saksi-1, kebetulan adik Saksi-1 berjualan mie ayam dan
tidak sengaja Saksi-4 berkata" Pak, kerumah adik yuk, kok
saya pengen mie ayam seperti ngidam”, setelah Saksi-4
mengatakan hal tersebut pikiran Saksi-1 menjadi kacau,
kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah sampai di
rumah Saksi-4 mengeluh sakit keputihan kurang lebih
selama 1 bulan sejak bulan Oktober 2013, Saksi-4 sempat
berobat diantar oleh anaknya Sdr. Rifky sudah 1 (satu)
bulan belum datang bulan/haid dan saat itu Saksi-4 sempat
stres karena belum kunjung datang bulan/haid.
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14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengantar Saksi-4
berobat ke RS. Tk IV Cijantung Jakarta Timur karena di
RS.Tk. IV Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis
rahim/kandungan, kemudian diberi surat rujukan RS
Kesdam Ridwan Meureksa, sesampainya di RS Kesdam
Ridwan Meureksa, Saksi-4 langsung diperiksa oleh Dokter
Spesialis kandungan dan dokter menyampaikan bahwa
Saksi-4 sudah positif hamil 2 (dua) bulan dari hasil cek
kandungan tersebut, mendengar hal tersebut Saksi-1
langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi,
kemudian Saksi-1 langsung membawa istrinya pulang dan
selama dalam perjalanan Saksi-1 meminta kepada Saksi-4
untuk terus terang dan mengaku telah melakukan hubungan
badan layaknya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali
dengan Serda Pendi Nurhidayat (Ki Jihandak) mendengar
pengakuan tersebut Saksi-1 langsung shock.

15. Bahwa benar setelah sampai dirumah Saksi-1
menyuruh anaknya mengantarkan Saksi-4 ke tepi jalan
untuk naik angkot dan hanya menyampaikan bahwa "lbu
akan berobat ke Cikarang" Setelah Saksi-4 naik angkutan,
sekira satu setengah jam Saksi-1 mengirim SMS kepada
isterinya "sudah sampai belum?" dan dibalas isterinya "
Ngapain nanya-nanya!", setelah beberapa hari tidak
berkomunikasi dengan Saksi-4, saat itu Saksi-4 meminta
rujuk dengan Saksi-1, kemudian moment tersebut Saksi-1
gunakan untuk mengambil hati Saksi-4 agar menceritakan
semuayang terjadi kepadanya, kemudian Saksi-4 mengaku
telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria
lain yakni " Pratu Arif Nugraha, Serda Irwan Bagus
Prasandi, Prada Erwan Yulianto, Pratu Wahyudi dan Serda
Pendi Nurhidayat', mengetahui bahwa diantara 5 (lima)
orang tersebut ada 2 (dua) orang anggota Yonzikon
14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Yulianto selanjutnya
Saksi-1 melaporkan ke Danki dan oleh Danki a.n. Kapten
Czi Sarino Saksi-1 diijinkan untuk melaporkan ke Danyon
Intel Kosrad selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke
Staf 1 Intel yakni Serda Adang dari hasil pemeriksaan Sdri.
Neneng Juarsih telah mengakui semua perbuatannya.

16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui isterinya melakukan
perzinahan dengan Terdakwa adalah dari pengakuan
isterinya melalui SMS pada tanggal 17 Desember 2013
telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
dengan Terdakwa di sebuah rumah Kos sebanyak 4
(empat) kali sejak bulan September 2013 sampai dengan
bulan Oktober 2013.

17. Bahwa benar Sdri. Neneng Juarsih mengaku selain
dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan
layaknya suamiisteri yaitu Praka Fitriadi sebanyak 6 (enam)
kali dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali pertemuan
antara bulan Maret dan April di Cikini, Juanda dan Tanah
Abang Jakarta Pusat, Serda Irwan Bagus P sebanyak 1
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(satu) kali pada bulan Juli 2013 di Asrama Yonzikon
14/SWC di kamar depan rumah dinas Yonzikon 14/SWC,
Prada Erwan Yulianto sebanyak 1 (satu) kali pada bulan
Agustus 2013 di Asrama Yonzikon 14/SWC di kamar depan
rumah dinas Yonzikon 14/SWC, Pratu Wahyudi sebanyak 4
(empat) kali dilakukan dalam 2 (dua) kali pertemuan pada
tanggal 17 Oktober 2013 di Hotel Cibubur Indah, Serda
Pendi Nurhidayatlebih dari 8 (delapan) kali dilakukan dalam
4 (empat) kali pertemuan di penginapan belakang Tamini
Square dan rumah Kos belakang RS Jantung Waluyo Pasar
Rebo Jakarta Timur.

18. Bahwa benar akibat kejadian tersebut hubungan
kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-4
menjadi tidak harmonis serta sudah bercerai tahun 2015
dan Saksi-1 menuntut agar permasalahan tersebut diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana laporan
Polisi Nomor LP-20/A-20/1/2014/Jaya/2 tanggal 30 Januari
2014 dan Surat Pengaduan bulan Januari 2014 yang belum
daluarsa namun dalam persidangan tanggal 4 April 2019
Saksi-1 mencabut pengaduannya sehingga pemeriksaan
perkara Terdakwa berkaitan dengan dakwaan delik aduan
absolut tidak dapat dilanjutkan pemeriksannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya
unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok
penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan selama
waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah
tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama  dalam  putusannya telah memberikan
pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-
keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri
Serda Hudah NRP 3910206580869 yang berdinas di
Yonzikon 14/Swc.

2. Bahwa perbuatanTerdakwa telah merusak sendi-sendi
disiplin prajurit dan tata kehidupan Prajuritdi kesatuan serta
merusak keutuhan keluarga Prajurit.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak memberikan
contoh yang baik serta telah mengabaikan penekanan
tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dihindari
oleh seorang Prajurit TNl yang diantaranya adalah
pelanggaran susila terhadap KBT (Keluarga Besar Tentara).
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4. Bahwa dengan tidak dapat dikendalikan hawa nafsu
seksualitasnya Terdakwa, telah merusak keharmoisan
keluarga dari Saksi-1 dan Isterinya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan yang
dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut
haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwamengenai pidanatambahan yang dijatuhkan kepada
Terdakwa Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat
Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dipandang
tidaklayak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan
agar tidak di ikuti oleh prajurit-prajurit lainnya maka
Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer (sesuai
dengan pasal 26 KUHPM) yaitu dengan cara di berhentikan
dengan tidak hormat dari dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI seharusnya
menjungjung tinggi kehormatan wanita, artinya perempuan
tidak boleh dijadikan sebagai alat pelampiasan nafsu birahi
Terdakwa secara tidak bertanggung jawab

3. Bahwa Pelanggaran Susila yang dilakukan oleh
Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat di
larang keras dan tidak boleh terjadi dan Terdakwa telah
karenatelah mengabaikan penekanan komandan kesatuan
tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dihindari
oleh seorang Prajurit TNl yang diantaranya adalah
pelanggaran asusila dan Terdakwa sadar serta mengetahui
ST Pangab Nomor : STR/179/1998 tanggal 2 Maret 1998
dan ST Panglima TNI Nomor : ST/198/2005 tanggal 1 April
2005 tentang bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus
asusila sesama KBT atau keluarga besar TNI maka dipecat
dari dinas Militer namun Terdakwa tetap mengabaikan
larangan keras tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas
Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan
benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan
Pengadilan Militer 11-09 Jakarta Nomor : 90-K/PM.II-
08/AD/111/2019 tanggal 11 Juli 2019, sudah tepat dan benar
oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil
dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh
Terdakwa.
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Menimbang : Bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan
karena dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dan
dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa untuk tetap
ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya
perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat . Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat
(1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang
diajukan oleh Terdakwa Arif Nugraha, Pratu NRP 31080079190689.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 90-
K/PM.II-08/AD/II/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk seluruhnya

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5.  Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan

putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 11-08
Jakarta.
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dalam
musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Faridah Faisal S.H., M.H. Kolonel
Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta oleh Moch. Afandi,
S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Hari Aji Sugianto., S.H.,
M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P masing-masing sebagai Hakim
Anggota | dan Hakim Anggota Il yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti
Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Terdakwa dan
Oditur Militer.

Hakim Ketua

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
Moch. Afandi, S.H., M.H. Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763 Kolonel Laut (KH) NRP11813/P

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533
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